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ب Ba b Be
ت Ta t Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas)
ج jim J Je
ح ḥa ḥ
ha (dengan titk di
bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d De
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ
es (dengan titik di
bawah)




te (dengan titik di
bawah)
ظ ẓa ẓ
zet (dengan titk di
bawah)
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik
غ gain g Ge
ف Fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf K Ka
ل lam L El
م mim M Em
ن nun N En
و wau W We
ه Ha H Ha
ء hamzah , Apostop
ي Ya Y Ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
viii
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah dan ya ai a dan i
fathah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,




Nama Huruf dan Tanda Nama
fathah dan alif
atau ya
a a dan garis di
atas




u u dan garis di
atas
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta




Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
ix
Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).
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ABSTRAK
Nama : Husnul Khotimah Azis
Nim : 10200114091
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap
Keselamatan Tenaga Kerja Perempuan yang Berkerja Di
Malam Hari ( Studi Kasus Bioskop XXI Mall Ratu Indah
Makassar )
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) hak-hak
tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari, (2) kesesuaian pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi pekerja/buruh perempuan di
bioskop studio XXI Mall Ratu Indah Makassar dengan Undang-undang no 13 tahun
2003, (3) pandangan hukum Islam terhadap perempuan bekerja di malam hari.
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah
jenis penelitian kualitatif lapangan atau dalam penelitian hukum disebut penelitian
empiris dengan pendekatan perundang-undang (statue approach ) dan pendekatan
kasus ( case approach ). Sumber data adalah data primer,data sekunder dan data
syar’i. Data dikumpulkan melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Data yang
telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap
keselamatan tenaga kerja perempuan di bioskop studio XXI Mall Ratu Indah
Makassar seharus bertanggu jawab atas pekerja wanita yang bekerja jam 23.00
sampai 07.00 dengan menyediakan kendaraan bagi pekerja yang pulang di malam
hari tetapi didalam kenyataannya banyak pekerja pulang di malam hari mengendarai
kendaraan sendiri dan menurut para ulama perempuan yang bekerja di malam hari itu
diperbolehkan atau mubah tetapi memiliki berbagai syarat yang harus di penuhi yaitu
menutup aurat,menghindari fitnah,mendapatkan izin dari orangtua,wali atau suami
bagi wanita yang telah menikah,tetap menjalankan kewajiban di rumah.
Implikasi dari penelitian adalah : 1). Berkaitan dengan hak-hak
ketenagakerjaan pemerintah yang terkait seharusnya setiap tahunnya mengadakan
sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai undang-undang ketenagakerjaan agar
pekerja memahami hak-hak mereka. 2). Mengenai undang-undangan yang ada
hendaknya pemerintah bekerja sama dengan lembanga-lembanga terkait , seperti
LSM dan organisasi perusahan sebagai upaya kontrol social terhadap undang-undang
ketenagakerjaan. 3).  Undanga-undangan No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan




A. Latar Belakang Masalah
Perempuan saat ini yang bekerja di malam hari merupakan suatu hal yang
biasa, bahkan sampai ini banyak perempuan yg memiliki karier yang bagus di dalam
kehidupan pekerjaan. Perempuan bekerja mempunyai banyak alasan yang sangat
mendasar. Ada yang terpaksa bekerja keras karena tidak ada lagi anggota keluarganya
yang dapat mencarikan nafkah, ada pula yang bekerja karena memang ingin
memenuhi kebutuhnya, ada pula yang bekerja karena memang ingin mencapai karier
yang baik dalam dunia kerja.
Pada zaman R.A Kartini tuntutan mengenai wanita harus diperlakukan sama
dengan pria. Sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, R.A.
Kartini pada tanggal 10 Juni 1901, menulis surat kepada rekannya di Negeri Belanda
yang menceriterakan tentang harapan akan adanya emansipasi antara kaum
perempuan dan lelaki, kebebasan berpikir mereka dan sebagainya. Disini Kartini
telah membuka sebuah human right discourse (wacana hak asasi manusia), meskipun
artikulasi mengenai hak-hak asasi masih amat susah. Berkaitan dengan perempuan
yang bekerja ini pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan menentukan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.1
Fenomena wanita dalam bidang pekerjaan juga dikenal sebagai "industrial
redeployment", terutama terjadi melalui pengalihan proses produksi di dalam industri
1Ester Boserup, Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi, terjemahan Mien Joebhaar
dan Sunarto (Jakarta: bit Yayasan Obor Indonesia, 1984), h. 216.
2manufaktur dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Pengalihan
proses produksi yang meliputi transfer kapital, teknologi, mesin-mesin, dan
lingkungan kerja industrial barat ke negara-negara sedang berkembang tersebut
sebagaimana diketahui terutama terjadi di dalam industri-industri tekstil, pakaian, dan
elektronik. Akan tetapi, dikarenakan komoditi industri-industri tersebut telah
mencapai tingkat perkembangan lanjut di dalam siklus produksi, hanya tenaga kasar
dan tenaga setengah kasar yang diperlukan di dalam pengalihan proses produksi dari
negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia.2
Sejak manusia diciptakan oleh Allah dan mulai berkembang biak, wanita
sudah pun bekerja baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Meskipun demikian,
wanita karir saat ini merujuk pada mereka yang bekerja di luar rumah seperti di
kantor dan mendapatkan gaji. Dalam Alqur’an juga dijelaskan bahwa setiap manusia
hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana yang disebutkan dalam
QS. Al-Qashash/28:77 :
                    
                 

Terjemahnya:
“Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dikaruniakan Allah
kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi. Sungguh, Allah tidak menyukai
orang yang berbuat kerusakan.”3
2Fauzi Ridzal, Dinamika Gerakan Wanita di Indonesia (Yogyakarta: Tiara Wacana,2000), h.
78.
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 1; Solo PT Tiga Serangkai
Pustaka Mandiri, 2013), h.394.
3Adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, mendorong
kaum perempuan untuk lebih berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Peluang
ini semakin nyata dan terbuka lebar didukung dengan adanya jumlah kaum
perempuan yang berpendidikan semakin bertambah. Pernyataan bahwa tempat
perempuan hanya sebatas kasur dan dapur, untuk zaman global sekarang ini sudah
tidak berlaku lagi. Hal ini juga semakin nyata dengan dicantumkannya menteri negara
pemberdayaan perempuan dalam susunan kabinet indonesia bersatu, yang
dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan yang dirampas dan ditindas.
Selain itu, tujuan yang lebih penting adalah untuk memberdayakan kaum perempuan
agar lebih berperan serta dalam pembangunan nasional.
Disamping itu pekerja adalah sebagai pihak yang lemah ekonominya bila
dibandingkan dengan pengusaha yang ekonominya kuat, maka sudah selayaknya
mendapatkan perlindungan atas hak-haknya terutama bagi perempuan yang bekerja
malam hari terkait dengan masalah pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja
serta jaminan sosial. Adanya kepastian mengenai hal tersebut akan berpengaruh
terhadap semangat untuk bekerja. Perasaan aman dan tenteram dalam bekerja akan
dapat dirasakan sehingga mendorong tercapainya kelancaran, efisiensi.
Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk
seluruh rakyatnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan
hukum yang diberikan oleh negara ini khususnya rakyat Indonesia. Pemerintah kita
tidak hanya berhenti dengan satu peraturan saja dalam mensejahterakan rakyatnya,
mereka selalu mencari bagaimana agar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat
merasakan kesejahteraan dan ketenteraman dalam bekerja tidak perlu khawatir
apabila mengalami keadaan-keadaan yang sulit dalam melindungi dirinya dan
4keluarganya dari risiko yang mungkin saja akan terjadi yaitu seperti terjadinya
kecelakaan saat sedang melakukan pekerjaan hingga meninggal atau luka-luka saat
melakukan pekerjaaan.
Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar
oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan
pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak
asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak-hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut
Imam Soepomo adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang
layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja
yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu
kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan
keyakinan masing-masing.4
Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak untuk
mendapatkan kesehatan dan kesejahtraan yang baik untuk dirinya maupun
keluarganya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Setiap orang
berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
danmanfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Setiap orang berhak
atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
4Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja (Jakarta:
Bhayangkara, 1968), h. 45.
5manusia yang bermartabat, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan
hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.
Salah satu upaya dalam melakukan perlindungan hukum dan menciptakan
suatu kehidupan yang layak bagi tenaga kerja antara lain dengan pelaksanaan
pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perjanjian kerja bersama tersebut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal
166. Perjanjian kerja bersama mempunyai hubungan erat dengan gerakan buruh, oleh
karena dalam mengadakan perjanjian kerja, Serikat Pekerja memegang peranan yang
penting, karena jika buruh tidak mempunyai serikat pekerja maka buruh tidak
mempunyai suara. Dengan demikian tumbuhnya Perjanjian Kerja Bersama selalu atas
desakan dari pada Serikat Pekerja untuk memperjuangkan kepentingan anggota-
anggotanya yankni tenaga kerja. Adanya Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat antara
serikat pekerja dengan pengusaha akan terjadi hubungan serasi antara pihak buruh
dan pihak pengusaha sehingga perusahaan tersebut dapat dikembangkan. Keuntungan
yang lain adalah terciptanya suatu hubungan kerja yang selaras, serasi dan seimbang,
serta dapat bertujuan untuk perbaikan tingkat kesejahteraan pekerja yang kesemuanya
diharapkan akan bermuara pada suksesnya pembangunan nasional.
Berangkat dari ketentuan undang-undang yang melarang adanya diskriminasi
antara perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja, maka seharusnya di dalam
kenyataannya perempuan yang bekerja memang benar-benar diperlakukan tanpa
adanya diskriminasi dengan laki-laki. Akan tetapi di dalam kenyataannya sering
terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek dari
pekerjaan, misalnya dari segi gaji, tunjangan, jenjang karier, dan lain-lain.
6Diantara profesi yang bisa digeluti perempuan dalam mencari nafkah, ada
pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan tersebut untuk bekerja di
malam hari, yang berawal di sore hari dan berakhir di malam hari5. Banyak kasus
pelecehan seksual bahkan perkosaan ataupun penjambretan yang terjadi pada
perempuan yang jam kerjanya pada malam hari.6
Wanita yang bekerja pada malam hari dalam melakukan pekerjaannya harus
memiliki rasa aman dan nyaman. Dalam hal ini pentingnya sebuah perlindungan bagi
wanita dalam melakukan pekerjaannya harus dilindungi dari kemungkinan-
kemungkinan terkena resiko atas pekerjaan yang dilakukannya.
Dalam pelaksanaannya terhadap ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan
kebanyakan pengusaha tidak melakukan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan
dalam Undang-Undang ketenagakerjaan tersebut. Para pengusaha tempat hiburan
malam tidak menyediakan fasilitas tersebut untuk para pekerja/buruh wanita yang
bekerja pada malam hari.
Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan
ketenagakerjaaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat
dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan
demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan
fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat
ditegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga
dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan
5Kartasapoetra.G, dan R.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan
Pancasila (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), h. 123.
6Nancy Van Vuuren, Wanita dan Karier: Bagaimana Mengenal dan Mengatur Karya,
terjemahan A.G.Lunandi (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 9.
7kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan
ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan
tenaga kerja dapat terjamin.
Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini akan dibandingkan antara das
sollen dan das sein dari perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja
perempuan yang bekerja pada malam hari. Berdasarkan uraian tersebut bahwa tenaga
kerja perempuan yang bekerja pada malam hari mempunyai kencerungan
mendapatkan resiko tinggi. Berdasarkan fakta riil yang terjadi di lapangan tentu
bertentangan dengan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan salah
satunya membahas tentang hak-hak perempuan,dan perusahaan bioskop XXI tersebut
membedakan antara pengawai kontrak dan pengawai tetap seharusnya tidaknya
pembedaan hak di perusahaan tersebut. Kenyataan inilah yang menjadi pokok
permasalahan hemat penulis dalam skripsi ini tentang Analisis Perlindungan Hukum
Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka,
peneliti menemukan pokok masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap
keselamatan tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari? Berdasarkan
dengan pokok masalah tersebut, dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pemberian hak-hak tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam
hari?
2. Bagaimana kesesuain pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan
kerja bagi pekerja/buruh perempuan di bioskop studio XXI Mall Ratu Indah
Makassar dengan ketentuan Undang-undang no 13 tahun 2003?
83. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perempuan bekerja di malam
hari?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus Penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap perempuan yang
bekerja di malam hari yakni penelitian ini akan di lakukan di Mall Ratu Indah
Makassar. Hal ini di lakukan guna untuk melihat seberapa jauh perlindungan hukum
terhadap keselamatan kerja perempuan yang bekerja di malam hari di Kota Makassar.
Informasi dari perkerja atau karyawati dan pihak terkait di dalam penelitian dapat





c. Tenaga Kerja Perempuan
No. Deskripsi Fokus Fokus penelitian
1. Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya
yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang
maupun lembaga pemerintah, swasta yang
bertujuan mengusahakan pengamanan,
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
92. Keselamatan kerja
Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin
keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah
maupun rohniah tenaga kerja pada khususnya
dan manusia pada umumnya
3. Hak-hak tenaga kerja Hak perempuan dalam ketenagakerjaan adalah
Setiap perempuan berhak untuk memiliki
kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki
dan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang
dibayar, termasuk saat cuti melahirkan
D. Kajian Pustaka
1. Lalu Husni, dalam bukunya “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan” membahas
mengenai dasar hukum ketenagakerjaan dalam buku ini terdiri dari shubungan
kerja, aspek-aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia, aspek hukum
ketenagakerjaan dalam hubungan kerja tetapi dalam buku ini belum
menjelaskan mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Maidin Gultom buku “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”
berisi berbagai macam perlindungan hukum perlindungan anak dan perempuan
megenai hukum kekerasan terhadap anak dan perempuan. Buku ini tidak terlalu
terperinci dengan perlindungan perempuan tetap mendasar tentang
perlindungan anak tetap membantu dalam pembuatan proposal.
3. R. Joni Bambang dalam buku “Hukum Ketenagakerjaan” membahas mengenai
uraian-uraian hukum ketenagakerjaan dan berbagai macam undang-undang
ketenagakerjaan ada pun tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah
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pelaksanan keadilan social dalam pemburuhan, dan pelaksanananya
diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak
terbatas dari pihak majikan. Namun buku ini penjelasan mengenai perlindungan
hukum ketenagakerjaannya tidak terlalu terperinci.
4. Wowo Sunaryo Kuswana dalam buku “Ergonomi dan K3 kesehatan,
keselamatan kerja” membahas mengenai ergonomic dalam tugas vokasi di
industry, hubungan ergonomic dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Buku
ini saat bermanfaat bagi para mahasiswa tetapi dalam buku ini terlalu sedikit
menjelaskan tentang keselamatan pekerja.
5. Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh
Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang)” oleh  Uti Ilmu Royen,
Tesis ini berisi tentang perlindungan uum yang didasari pada hukum tenaga
kerja sedangkan tesis ini tidak membahas mengenai tenaga kerja khusus wanita
dalam perspektif hukum islam.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak tenaga kerja perempuan yang
bekerja di malam hari.
b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
keselamatan kerja bagi pekerja perempuan di bioskop XXI Makassar.
c. Untuk mengetahui bgaimana pandangan hukum islam terhadap perempuan
bekerja di malam hari.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a. Teoritis
Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan
ilmu hukum.
b. Praktis
Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dan khususnya bagi perusahaan






1. Pengertian Perlindungan Hukum
Dalam kamus besar bahas indonesia perlindungan berasal dari kata lindung
yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan
membentengi.Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan,
asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata perlindungan antara lain :
a. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara,
merawat, menyelamatkan.
b. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
c. Pelindung: orang yang melindungi , alat untuk melindungi.
d. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
e. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
g. Melindungkan: membuat diri terlindungi
Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan
yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk
memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada
tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.1
1http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-perlindungan-
hukum-menurut-para-ahli.html (20 desember 2017).
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Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi
harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah
sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.
Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya
untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka
miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok
yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak
yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.
Perlindungan yang tertuang dalam peraturan pemerintah No.2 Tahun 2002
tentang tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia
yang berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik
maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan
kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah:
Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia
dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.2
Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang
berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang
mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan
menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.3
2Donald Albert Rumokoy, dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014), h.3.
3Donald Albert Rumokoy, dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, h.4.
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Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai harus
tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas
yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup
lembaga institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam
kenyataan.4
Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara
dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu
dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu
dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak
yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”
Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu
masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang
berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan
dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang
dinamakan perlindungan hukum.
Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif
maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata
lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep
dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan
dan kedamaian.
Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan
negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya
4Donald Albert Rumokoy, dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, h.10.
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didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau Rechtsataat menurut Julius
Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :
1) Perlindungan hak asasi manusia;
2) Pembagian kekuasaan;
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4) Peradilan tata usaha Negara 5
Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting
negara hukum yang disebut dengan Rule of Law, yaitu :
1) Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan,
2) Sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
3) Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat
pemerintah.
4) Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan
pengadilan.
Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan
dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu
menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada
hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai subtansi maknawi
didalamnya imferatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh
pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga
menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses
pembuatan kebijakan publik.6
5M. Hadjon Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,
1987), h 2.
6Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2003), h.
22.
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Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan
hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum,
yaitu:
1) Perlindungan hukum yang preventif adalah Perlindungan hukum kepada rakyat
yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang
menjadi definitife.
2) Perlindungan hukum yang represif adalah Perlindungan hukum yang represif
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip
negara hukum.7
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Imam Soepomo adalah
penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi
kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi
perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem
pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-
masing.8
2. Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam,
yaitu :
7Zahirin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ( Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001), h. 2.
8Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan-Kerja (Jakarta:
Bhayangkara, 1968), h. 45.
17
a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di
luar kehendaknya.
b. Perlindungan sosial, yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan
kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk
berorganisasi.
c. Perlindungan teknis, yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
keamanan dan keselamatan kerja. 9
Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan
sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan
pelanggaran, maka dikenakan sanksi. Berdasarkan objek perlindungan tenaga kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur
perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan peyandang cacat
sebagai berikut:
1) Perlindungan Pekerja/Buruh Perempuan
a) Pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00
terhadap pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan
belas) tahun.10
b) Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan
kandungannya maupun dirinya apabila bekerja pukul 23.00 sampai dengan
07.00.11
9Abdul Khakim, Pengantar Hukum Tenaga Kerja (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2003), h. 61.
10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 1
11Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 2
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c) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul
23.00 sampai dengan 07.0012 wajib memberikan makanan dan minuman
bergizi kemudian menjaga kesusialaan dan keamanan selama di tempat
kerja.
d) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh
perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai
dengan 05.00. 13
2) Perlindungan Anak
Pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18  tahun 1314
a) Pengusaha dilarang mepekerjakan anak.
b) Dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai
dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang
tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
c) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus
memenuhi persyaratan.
d) Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka
tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
e) Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya.
f) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan -
pekerjaan yang terburuk, meliputi segala pekerjaan: dalam bentuk
perbudakan atau sejenisnya, yang memanfaatkan, menyediakan atau
12Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 3
13Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 4
14Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1
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menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno,
atau perjudian. Yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak
untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika,
dan zat aditif lainnya, dan/atau yang membahayakan kesehatan, keselamatan,
atau moral anak
3) Perlindungan Penyandang Cacat
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib
memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.15Bentuk
perlindungan tersebut seperti penyedia aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat
perlindungan diri.
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja/buruh.16
Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan
sistem manajemen perusahaan. Keselamatan kerja ialah keselamatan yang bertalian
dengan  mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya landasan tempat
kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan.
Perlindungan terhadap penyandang cacat ini pengaturannya ada di dalam
undang-undang ketenagakerjaan dan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat,
di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun di udara. Kesehatan kerja
adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh
keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga
memungkinkan dapat bekerja secara optimal.17 Upaya keselamatan dan kesehatan
15Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 ayat 1
16Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 (Huruf A)
17Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1995 Tentang Perusahaan Jasa dan
Keselamatan Kerja pasal 11
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kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktifitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan,
dan rehabilitas. Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja
adalah:
1) Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja;
2) Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh;
3) Agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya;
4) Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan
berdaya.
Berdasarkan perlindungan tenaga kerja Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khusus pekerja/buruh
perempuan sebagai berikut :
1. Pekerjaan wanita/perempuan di malam hari diatur dalam Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :
a. Pekerjaan perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi.
b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya
maupun dirinya, bila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00
pagi,
c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 07.00 pagi wajib:
1) Memberikan makanan dan minuman bergizi
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2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
d. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 05.00 pagi wajib menyediakan antar jemput.
Untuk pekerja wanita, terdapat beberapa hak khusus sesuatu dengan kodrat
kewanitaannya, yaitu:
a. Pekerja wanita yang mengambil cuti haid tidak wajib bekerja pada hari
pertama dan kedua (Pasal 81 ayat (1).
b. Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum
saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut
perhitungan dokter kandungan/bidan (Pasal 82 ayat (1).
c. Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan
berhakmemperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai ketentuan dokter
kandungan/bidan (Pasal 82 (2).
d. Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui harus diberikesempatan
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama
waktu kerja (Pasal 83)
e. Pekerja wanita yang mengambil cuti hamil berhak mendapatupah penuh
(Pasal 84).
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum
Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya
suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana
perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang
dapat dipahami, sebagai berikut:
1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif
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Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan
yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan
hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada
pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2) Sarana Perlindungan Hukum Represif
Pada perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.Alasan
mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan
pemerintah, yaitu:
a. Karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata
tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan
pemerintah. Seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha
perdagangan, perusahaan, atau pertambangan.
Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan ditempuh melalui dua
kemungkinan, yaitu peradilan administrasi dan banding administrasi. Ada perbedaan
antara peradilan administrasi dengan banding administrasi, yaitu:
1) Kata peradilan menunjukkan bahwa hal ini menyangkut proses peradilan pada
pemerintahan melalui instansi yang merdeka.
2) Banding administrasi berkenaan dengan proses peradilan didalam lingkungan
administrasi; instansi bidang administrasi adalah organ pemerintahan,
dilengkapi dengan pertanggung jawaban pemerintahan. Dalam hal banding
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administrasi ini tindakan pemerintahan tidak hanya dinilai berdasarkan hukum
tetapi dinilai aspek kebijaksaannnya.
Berdasarkan Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum
menjadi 2 (dua), yaitu :
1) Perlindungan hukum yang preventif
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk
mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan
mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang
didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang
preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan
yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan rakyat dapat mengajukan keberatan
atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
2) Perlindungan hukum yang represif
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi
sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial
menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua)
badan, yaitu:
a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum Dewasa ini dalam praktek telah
ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan
Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
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b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi
Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah
yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding
terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh
tindakan pemerintah tersebut.Instansi pemerintah yang berwenang untuk
merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk
menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah
Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia
Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.18
Berdasarkan UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan dapat ditempuh dua jalur, yaitu
melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalui peradilan.
Upaya administrasi ini ada dua macam, yaitu banding administrasi dan prosedur
keberatan. Banding administrasi adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang
dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan ketetapan
yang disengketakan, sedangkan prosedur keberatan adalah penyelesaian sengketa tata
usaha negara dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan ketetapan yang
bersangkutan. Ciri-ciri banding administrasi menurut SF. Marbun:
18M Hadjon Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, h. 2-5.
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1) Pihak yang memutuskan adalah PTUN yang secara hierarki lebih tinggi
daripada TUN yang memberi keputusan pertama atau PTUN lain.
2) BTUN yang memeriksa banding administrasi atau pernyataan keberatan itu
dapat mengubah dan atau mengganti keputusan PTUN yang pertama.
3) Penilaian terhadap keputusan PTUN pertama itu dapat dilakukan secara
lengkap, baik dari segi rechmatigheid (penerapan hukum) maupun dari segi
doelmatigheid (kebijaksanaan atau ketepatgunaan). Keputusan TUN itu tidak
saja dinilai berdasarkan norma-norma yang zakelijk, tetapi kepatutan yang
berlaku dalam masyarakat, harus merupakan bagian penilaian atas keputusan
itu.
4) Perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan oleh BTUN
pertama dan perubahan-perubahan keadaan yang terjadi selama proses
pemeriksaan banding berjalan harus diperhatikan.19
Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam nomor 1, 2, 3, dan 4 diberikan
sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam nomor 6 dan 7 diberikan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).20
19http://halygkusukai.blogspot.co.id/2011/07/perlindungan-hukum.html diakses pada tanggal
20 desember 2017 pukul 00.49.
20http://www.hukumtenagakerja.com/perlindungan-tenaga-kerja/perlindungan-hukum-
terhadap-pekerja-anak-dan-perempuan/ di akses pada tanggal 20 desember pukul 01.00
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B. Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang
Ketenagakerjaan.
Hak perempuan dalam ketenagakerjaan adalah Setiap perempuan berhak
untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki dan berhak untuk
mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan
tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan
maupun status pernikahan.
a. Hak untuk diperlakukan sama dengan pekerja laki-laki Hal ini dapat kita
lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan ditentukan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”
Ketentuan ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa tidak ada perbedaan
antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.
b. Hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan Undang-Undang Nomor
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 82 mengatur hak cuti hamil
dan melahirkan bagi perempuan. Pekerja perempuan berhak atas istirahat
selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.
Namun bagi hak ini, keluarga pekerja wajib memberi kabar ke perusahaan
mengenai kelahiran anaknya dalam tujuh hari setelah melahirkan serta wajib
memberikan bukti kelahiran atau akta kelahiran kepada perusahaan dalam
enam bulan setelah melahirkan.21
21Mega, 2016, “Hak-Hak Pekerja Perempuan Yang Harus Diketahui”,
https://blog.talenta.co/bahasa/inilah-hak-hak-pekerja-wanita-yang-penting-untuk-diketahui/ diakses
tanggal 21 desember 2017 pukul 15.25.
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c. Hak perlindungan selama masa kehamilan. Undang-Undang Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa pengusaha
dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi
kandungannya dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perusahaan wajib
menjamin perlindungan bagi pekerja wanita yang sedang hamil, karena
pekerja yang sedang hamil berada dalam kondisi yang sangat rentan oleh
karena itu harus dihindarkan dari beban pekerjaan yang berlebih.
d. Hak cuti keguguran. Pekerja yang mengalami keguguran juga memiliki hak
cuti melahirkan selama 1,5 bulan dengan disertai surat keterangan dokter
kandungan. Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
e. Hak untuk mendapatkan biaya persalinan. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, perusahaan yang
mempekerjakan lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah paling
sedikit Rp 1.000.000/bulan wajib mengikut sertakan karyawannya dalam
program Jamsostek. Salah satu program jamsostek adalah jaminan
pemeliharaan kesehatan yang mencakup pemeriksaan dan biaya persalinan.
f. Hak untuk menyusui. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Menyatakan bahwa pekerja yang menyusui
minimal diberi waktu untuk menyusui atau memompa ASI pada waktu jam
kerja.
g. Hak cuti menstruasi. Banyak wanita yang masih belum mengetahui tentang
hal ini. Namun kenyataannya setiap pegawai perempuan memiliki hak untuk
cuti menstruasi pada hari pertama dan kedua periode haidnya. Hal ini
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tercantum dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang
sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan
harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk
mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak
akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan
keselamatan pekerjaan atau profesi. Hak tersebut merupakan hak dasar yang harus
dimiliki oleh setiap orang.
C. Hukum Yang Mengatur Tentang Hak Pekerja Perempuan
Dalam UUD 1945 tercantum bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapa timbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.22
Pekerja perempuan juga berhak mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-
laki terkait perlakuan yang layak.
UUD 1945 tersebut merupakan satu bentuk peraturan yang melindungi hak
pekerja secara umum. Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi
pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-
undangan di Indonesia, yaitu antara lain:
1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women
adalah konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
wanita yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 Pasal 11 :
a. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk
menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna
22Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 28D(2)
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menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki
dan perempuan, khususnya:
1) Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia;
2) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi
yang sama dalam penerimaan pegawai;
3) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi,
jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hakuntuk
rnemperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masakerja
sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;
b. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan, baik untuk
perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai
c. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan, baik untuk
perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama,
maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;
d. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit,
cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidak mampuan untuk bekerja, hak atas masa
cuti yang dibayar;
e. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk
usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan
f. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau
kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-
negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:
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1) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan
atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status
perkawinan;
2) Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan
tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula.
3) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna
memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban
keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan
masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan
pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak;
4) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama
kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka;
5) Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal
yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta direvisi, dicabut atau diperluas menur
ut keperluan. Yang terdapat dalam Pasal 12 :
g. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk
menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan
kesehatandan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk
pelayananyang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan
antara laki-laki dan perempuan.
h. Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat (1) ini, negara-negara peserta wajib
menjamin kepada perempuan pelayanan yang layak berkaitan dengan
kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelaya
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nan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup
selama kehamilan dan masa menyusui. Dan di Pasal 13:
1) Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk
menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lain-lain bidang kehidupan
ekonomi dan sosialsupaya menjamin hak-hak yang sama, atas dasar
persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:
2) Hak atas tunjangan keluarga;
3) Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan;
4) Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga dan semua
segikehidupan kebudayaan.
i. ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection (Konvensi ILO
mengenai Perlindungan Maternitas) Perlindungan maternitas perempuan
pekerja yang diterbitkan ILO dalam bentuk Konvensi No. 183 / 2000 dan
Rekomendasi No. 191 / 2000 dibutuhkan untuk mencegah terjadinya
diskriminasi terhadap pekerja perempuan, seperti yang ditegaskan dalam pasal
11 CEDAW. Perlindungan maternitas juga dibutuhkan untuk melindungi
kesehatan perempuan dan janin yang di kandungnya dan / atau bayi yang
dilahirkan dan disusuinya dari kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat.23
D. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Perlindungan Keselamatan Kerja dan
Kesehatan Kerja (K3)
1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
23MaziaRizqiIzzatika, Keuntungan Dan Tantangan Keikutsertaan Indonesia Dalami Org
anisasi Perburuhan Internasional (Ilo) No. 183 Tentang Perlindungan
Maternitas (2000) Dalam Kaitannya Dengan Kesetaraan Gender Dalam Dunia Kerja, 2013), h. 14.
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya
untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohniah tenaga
kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya.24 Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau
kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari
lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik,
terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan
pendengaran.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjukkan pada kondisi yang
bebas dari kondisi yang bebas dari fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja.Resiko kesehatan kerja merupakan faktor-faktor
dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang telah ditentukan,
lingkungan kerja dapat menyebabkan atau membuat stress emosi dan gangguan fisik.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja
pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju
masyarakat adil dan makmur. Segi keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan
penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja.
Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dapat dikontrol dan
diprediksikan dengan yang lebih disebabkan oleh faktor ketidak beruntungan dan
kesempatan atau disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diketahui dan tidak dapat
24Budi Maryono, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Tempat Kerja (Yogyakarta:
PT Pustaka Insan Madani, 2011), h. 1.
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diantisipasi.25 Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan
merugikan fisik seseorang atau kerusakan hak milik yang disebabkan kontak dengan
energy (kinetik, listrik, kimiawi dan lain-lain) yang melewati ambang batas dari
benda atau bangunan.26Kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan
dan tidak diharapkan bukannya suatu peristiwa kebetulan saja, tetapi ada
sebabnya.Sebab itu perlu diketahui dengan jelas agar usaha keselamatan dan
pencegahan dapat di ambil, sehingga kecelakaan tidak terulang kembali dan kerugian
akibat kecelakaan dapat dihindarkan. Kecelakaan ini terjadi karena kondisi yang tidak
aman.
Dari defenisi diatas jelas bahwa pengertian kecelakaan kerja tidak hanya
terbatas pada insiden-insiden yang menyangkut terjadinya luka-luka saja, tetapi juga
meliputi kerugian fisik dan material sebab-sebab terjadi kecelakaan tersebut.
Kecelakaan akan selalu disertai kerugian material maupun penderitaan dari yang
paling ringan sampai yang paling berat dan bahkan ada yang tewas, oleh karena itu
sebelum terjadi kecelakaan, perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau
keselamatan.
2. Konsep Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi sebagai ilmu terapan yang
bersifat multi disiplin maupun sebagai suatu program yang didasarkan oleh suatu dan
alasan tetentu perlu dipahami dan dipelajari secara umum maupun secara
khusus.Secara umum adalah memahami prinsip dasarnya sedangkan secara khusus
adalah memahami pendekatan masing-masing keilmuan yang terlibat didalam
25Wahyu Latif, Psikologi Keselamatan Kerja (Malang: UMM Pers, 2008), h. 17.
26Manuaba, Evaluasi dan Manajemen di Lingkungan Perusahaan dan Industri (Yogjakarta:
Gadjah Mada University Press, 2004), h. 193.
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja.27 Sebagai ilmu yang bersifat multi disiplin, pada
hakikatnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mempunyai tujuan untuk
memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau risiko yang dapat
mengakibatkan kesakitan dan kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi.
Kerangka konsep berpikir Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah
menghindari resiko sakit dan celaka dengan pendekatan ilmiah dan praktis secara
sistimatis, dan dalam kerangka pikir kesistiman.
Untuk memahami penyebab dan terjadinya sakit dan celaka, terlebih dahulu
perlu dipahami potensi bahaya yang ada, kemudian perlu mengenali potensi bahaya
tadi, keberadaannya, jenisnya, pola interaksinya dan seterusnya. Setelah itu perlu
dilakukan penilaian,bagaimana bahaya tadi dapat menyebabkan risiko sakit dan
celaka dan dilanjutkan dengan menentukan berbagai cara untuk mengendalikan atau
mengatasinya.
Langkah-langkah sistimatis tersebut tidak berbeda dengan langkah-langkah
sistimatis dalam pengendalian resiko. Oleh karena itu pola pikir dasar dalam
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada hakekatnya adalah bagaimana
mengendalikan resiko dan tentunya didalam upaya mengendalikan risiko tersebut
masing-masing bidang keilmuan akan mempunyai pendekatan-pendekatan tersendiri
yang sifatnya sangat khusus.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai kerangka pemikiran
yang bersifat sistimatis dan berorientasi kesistiman tadi, tentunya tidak secara
sembarangan penerapan praktisnya di berbagai sektor didalam kehidupan atau di
27Veithzal Rivai, Kiat Memimpin Abad ke-12 (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada Baru,
2005), h. 411-412.
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suatu organisasi. Karena itu dalam rangka menerapkan keselamatan dan kesehatan
kerja ini diperlukan juga pengorganisasian secara baik dan benar.
Dalam hubungan inilah diperlukan Sistim Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja yang terintegrasi yang perlu dimiliki oleh setiap organisasi. Melalui
systim manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) inilah pola pikir dan
berbagai pendekatan yang ada diintegrasikan kedalam seluruh kegiatan operasional
organisasi agar organisasi dapat berproduksi dengan cara yang sehat dan aman,
efisien serta menghasilkan produk yang sehat dan aman pula serta tidak menimbulkan
dampak lingkungan yang tidak diinginkan.
Perlunya organisasi memiliki sistim manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) yang terintegrasi ini, dewasa ini sudah merupakan suatu keharusan dan
telah menjadi peraturan.Organisasi Buruh Sedunia (ILO) menerbitkan panduan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di Indonesia panduan
yang serupa dikenal dengan istilah SMK3, sedang di Amerika OSHAS 1800-1, 1800-
2 dan di Inggris BS 8800 serta di Australia disebut AS/NZ 480-1.Secara lebih rinci
lagi asosiasi di setiap sektor industri di dunia juga menerbitkan panduan yang serupa
seperti misalnya khusus dibidang transportasi udara, industri minyak dan gas, serta
instalasi nuklir dan lain-lain sebagainya. Dewasa ini organisasi tidak hanya dituntut
untuk memiliki sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang
terintegrasi, lebih dari itu organisasi diharapkan memiliki budaya sehat dan selamat
dimana setiap anggotanya menampilkan perilaku aman dan sehat.
3. Tujuan dan Indikator Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik juga akan
menunjukan manajemen dan kepemimpinan yang baik diperusahaan, karena
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keselamatan dan kesehatan kerja dapat menurunkan kerugian yang timbul akibat
kecelakaan dan karyawan akan terlatih dalam menghadapi resiko kerja. Sasaran dari
program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah untuk memenuhi
kepentingan bersama, antara lain adalah :
a. Mencegah dan mengurangi adanya bahaya kecelakaan yag mungkin timbul
pada setiap tempat kerja
b. Membimbing dan menanamkan rasa disiplin serta kesadaran bagi karyawan
c. Perusahaan senantiasa dapat menghasilkan produksi sebaik mungkin, alat-
alat kerja dipelihara dan bertanggung jawab.
Tujuan dari program pencegahan kecelakaan ini adalah mewujudkan suasana
kerja yang mengembirakan, salah satu faktor yag sangat penting dalam memberikan
rasa tentram,semangat kerja karyawan sehingga dapat mempertinggi mutu pekerjaan,
meningkatkan prodiksi dan produktivitas kerja. Peristiwa kecelakaan akan selalu
disertai dengan merugikan materi ataupun penderitaan terhadap karyawan dan
keluarganya. Menurut sifatnya kecelakaan dibagi atas :
a. Luka ringan, apabila si korban kurang dari 3 minggu telah dapat bekerja
kembali seperti biasa.
b. Luka berat, apabila sikorban lebih dari 3 minggu baru dapat bekerja kembali.
c. Tewas/mati, apabila sikorban meninggal 24 jam setelah kecelakaan.
Selain luka-luka dan kematian, kecelakaan kerja dapat pula mengakibatkan
kerugian karena terganggunya aktivitas kerja, kerusakan alat--alat, lingkugan dan
menurunnya moral karyawan terutama bagi mereka yang langsung memahami atau
melihat terjadinya kecelakaan tersebut. Berdasarkan kerugian yang diderita oleh
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perusahaan biasanya dapat diukur dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan karena terjadinya kecelakaan.
4. Dasar Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diadakan karena tiga dasar
penting yakni:
a. Berdasarkan Peri Kemanusiaan.
Pertama-tama para manajer akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja
atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan
demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan
yang diderita luka serta keluarga.
b. Berdasarkan Undang-Undang.
Ada juga alasan mengadakan program keselamatan dan kesehatan kerja
berdasarkan Undang-Undang federal, Undang-Undang Negara Bagian dan
Undang-Undang kota perja tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan
sebagian mereka melanggarnya akan dijatuhi hukuman denda.28
c. Berdasarkan Ekonomi
Alasan ekonomi untuk sadar keselamatan kerja karena biaya kecelakaan
dampaknya sangat besar bagi perusahaan.29




28Undang-Undang kota perja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
29Damanik, S, Outsourcing dan Perjanjian Kerja (Jakarta: DSS Publishim, 2007), h. 18.
30Veithzal Rivai, Kiat Memimpin Abad ke-12, h. 411-412
38
c. Kehidupan kerja yang berkualitas rendah
d. Alat-alat perlindung kerja
e. Kondisi ruang kerja
f. Penggunaan peralatan kerja
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecelakaan Kerja
Para ahli banyak yang menduga bahwa 4 dari 5 kecelakaan yang terjadi
penyebabnya adalah mausia, karenanya program keselamatan kerja harus banyak
memusatkan pada aspek teknisnya. Penyebab-penyebab kecelakaan kerja adalah:
a. Perbuatan manusia yang tidak aman
1) Melaksanakan pekerjaan tanpa wewenang atau yang berwenang gagal
mengamankan atau memperingatkan seseorang.
2) Menjalankan alat-alat mesin diluar batas aman
3) Menyebabkan alat-alat keselamatan kerja tidak bekerja
4) Cara angkat,angkut menempatkan barang dan menyimpan yang kurang
baik/tidak aman
5) Memakai sikap/posisi tubuh yang kurang baik/tidak aman
6) Bekerja dengan alat/mesin bergerak atau berbahaya
7) Melakukan tindakan mengacau, menyalahgunakan, melampaui batas.
b. Kondisi fisik dan mekanis yang tidak aman
1) Alat pengaman yang kurang/ tidak bekerja
2) Tidak ada pengaman
3) Adanya kondisi tidak aman
4) Design yang kurang baik
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5) Pengaturan proses kerja yag berbahaya atau mengandung resiko seperti :
badan terlali berat, jalan yang sempit/tidak teratur
6) Penerangan,ventilasi kurang baik
7) Perencanaan proses kerja kurang/tidak aman
Berdasarkan analisis sebab kecelakaan yang terjadi pada umumnya
disebabkan oleh perbuatan yang memahayakan. Adapun perbuatan yang
membahayakan itu bersumber dari: 31
a. Pemakaian alat-alat pelindung diri
b. Posisi seseorang yang sedang bekerja
c. Cara menggunakan perkakas
d. Tata cara kerja dan ketertiban
Kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh suatu faktor, penggolongan
menurut jenis akan dapat menunjukan peristiwa yang langsung mengakibatkan
kecelakaan dan menyatakan bagaimana suatu benda atau zat menyebabkan terjadinya
kecelakaan. Menurut organisasi perburuhan internasional, klasifikasi berdasakan jenis
kecelakaan adalah32 :
a. Terjatuh
b. Tertimpa benda tajam
c. Tertumbuk atau terkea benda-benda
d. Terjepit oleh benda
e. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
f. Pengaruh suhu tinggi
31Warwich, Safety Training Observation Program,Bahan-bahan Pendidikan dan Pelatihan
Keselamatan Kerja, (Jakarta ; PT. Toko Gunung Agung, 2004), h. 38.
32Suma’mur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, (Jakarta ; PT. Toko Gunung
Agung, 2005), h. 62.
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g. Terkena arus listrik
h. Kontak dengan bahan-bahan berbahaya.
Selain dipengaruhi oleh beberapa factor di atas, kecelakaan kerja juga
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif. Lingkungan kerja
adalah semua yang ada di sekitar kita baik berupa barang berwujud atau tidak
berwujud yang berpengaruh terhadap diri seseorang yang ada dilingkungan
tersebut.Lingkungan kerja bisa berupa lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja
sosial33.
Perusahaan perlu menjaga keselamatan kerja terhadap karyawannya
karena tujuan program keselamatan kerja diantaranya sebagai berikut :34
a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan
untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas
nasional.
b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.
33Nitisemito Alex S, Manajemen Personalia (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 2004), h. 109




Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat
kata kata kunci yang dapat di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan
kegunaan.1 Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan unruk
mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah
suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.2
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  lapangan yang dalam
penelitian hukum disebut penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang memberikan
gambaran kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam kenyataan, khususnya
terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap keselamatan tenaga kerja
yang bekerja di malam hari, pemeberian hak-hak tenaga kerja perempuan yang
bekerja di malam hari, kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
keselamatan tenaga kerja perempuan di bioskop studio XXI Mall Ratu Indah
Makassar ketentuan Undang-undang, dan pandangan hukum Islam terhadap
perempuan yang bekerja di malam hari. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu
1Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D (Cet. 19; Bandung: CV
Alfabeta , 2013), h. 22.
2Deddy Muliana, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. 7; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013),
h. 9
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penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat
sekarang.3
Melakukan penelitian di Bioskop Studio XXI Mall Ratu Indah, Lantai 4, Jl.
Sam Ratulangi No. 35, Mamajang Luar, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
90132 Telepon: (0411) 851721 dengan pertimbangan bahwa pekerja perempuan yang
bekerja yang di malam hari sering terjadinya tidak kejahat.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah
dengan pendekatan yaitu:
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelaah aturan perundang-undangan yang terkait
dengan pembahasan dalam skripsi serta kesesuaiannya dengan masalah yang
dikaji. Selain itu juga menelaah teori-teori, konsep-konsep yang berhubungan
dan membangun dengan skripsi ini.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melakukan penelitian
dalam praktik di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini,
dengan cara riset dan wawancara di Bioskop Studio XXI Mall Ratu Indah
Makassar guna mendapatkan pendapat-pendapat untuk menunjang penelitian
3Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah (Jakarta:
Kencana, 2011), h. 34.
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ini. Pendekatan seperti ini jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat,
maka biasa disebut sebagai pendekatan kasus (case approach).
3. Pendekatan syar’i yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan
menelaah ayat al-Quran dan hadis Nabi S.A.W yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu:
1. Data Primer
Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui observasi
dan wawancara dengan beberapa informan. Adapun sumber data primer ini
jumlahnya 4 orang informan yaitu sebagai berikut:
a) Manejer : 1 orang
b) Asisten Manejer : 1 orang
c) Pekerja perempuan : 2 orang
Jumlah : 4 orang
2.  Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa bacaan-bacaan yang
berkaitan atau relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel dari
media atau internet.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data tanpa
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar yang ditetapkan.4 Adapun yang menjadi teknik pengumpulan
data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:
1. Observasi, yaitu menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara
langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya Yaitu Di
Bioskop XXI Mall Ratu Indah Makassar.5
2. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk
mengumpulakan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa
wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara
pewawancara (interviewee) melalui komunikasi langsung.6 Dalam hal ini yang
menjadi informan peneliti adalah Manager, Asisten Manager, 2 Pekerja kontrak
Perempuan dan Dosen Ahli Tata Negara UIN Alauddin Makassar.
3. Studi Kepustakaan, yaitu mengacu pada data-data yang tersedia yang pernah
ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan implementasi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam
perlindungan hukum.
4Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D, h. 224.
5Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, h. 51.
6A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabung (Cet. 4;
Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.
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E. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian adalah “…alat pengumpulan data yang disesuaikan
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi
penelitian.”7 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:
1. Peneliti sebagai instrumen utama
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa
daftar pertanyaan
3. Buku catatan dan alat tulis
4. Kamera Handphone
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan,
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara
lain sebagai berikut:
a. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini
7Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17.
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dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
b. Coding data yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban,
menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.8
c. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
2. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk mengurangi data dan memecahkan
masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Sementara itu, dari analisis data bisa
terdapat kemungkinan ditemukannya permasalahan yang baru sehingga memerlukan
data yang baru.9 Analisis data yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif
kualitatif, yaitu mengumpulkan, memilah, mengklarifikasi, dan mencatat yang
dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya dapat
ditelusuri lalu dideskripsikan.
8Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Pertama (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2006), h. 126.
9Sudaryono, Metode Penelitian, h. 433.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Biokop XXI Mall Ratu Indah
1. Riwayat Bioskop XXI
Bioskop pertama kali di Makassar  adalah gedung bioskop 21 yang berdiri
dari pada tanggal 15 Desember 1989 pada saat itu gedung ini  beralamat   di Jl. Sam
Ratulangi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bioskop 21 dulu merupakan salah satu
tempat pertunjukan film yang sangat besar banyak pula pada saat itu film diputar
mulai dari berbagai macam yaitu film dalam negeri sampai luar negeri pada akhirnya
masa bioskop 21 makassar berpindah tempat ke dalam Mall yang pertama di
Makassar yang terbesar yaitu Mall Ratu Indah yang memiliki konsep tempat
pembelanjaan yang tertutup tetapi mempunyai tempat hiburan bagi keluarga salah
satunya bioskop Studio XXI. Sekarang tempat bioskop ini menjadi tempat restoran
cepat saji hanya sebuah sejarah lokasi tersebut dan dulunya hanya bioskop cuma
hanya satu lokasi kini bioskop berada di dalam mall seluruh Makassar semua
teknologi yang pake bioskop berbeda dengan dulu sekarang ini teknologinya semakin
canggih.
Bioskop (Belanda: bioscoop dari bahasa Yunani βιος, bios (yang artinya
hidup) dan σκοπος (yang artinya "melihat") adalah tempat untuk menonton
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pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke
layar menggunakan proyektor1
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia2 :
a. Cineplex :kompleks sinema yang terdapat dalam satu  bangunan.
b. Bioskop :pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film), yang disorot
sehingga dapat bergerak (berbicara); film; gedung pertunjukan film cerita.
Cineplex merupakan perkembangan dari bioskop. Keduanya memiliki fungsi
yang sama yaitu tempat pertunjukan film. Yang membedakannya adalah jumlah teater
tempat pertunjukan filmnya. Bioskop umumnya hanya memiliki satu teater dalam
satu bangunan, tetapi Cineplex memiliki lebih dari satu teater dalm satu bangunan.
Karena memiliki banyak pilihan teater untuk menonton film, maka bioskop kemudian
disebut sinema kompleks (Cineplex).
2. Letak Bioskop Studio XXI
Bioskop Studio XXI ini berdiri sejak 21 Desember 2005. Kemudian bioskop
tersebut beroperasi memutarkan film-film  mulai dari pukul 11 pagi sampai dengan
22.30 malam bioskop ini memiliki banyak ruangan teater atau biasa disebut studio
yaitu 5 ruangan yang setiap satu bioskop dijaga oleh karyawan yang biasa mereka
sebut guide. Bioskop ini berada di dalam Mall Ratu Indah Makasar yang beralamat Jl.
Sam Ratulangi No.35, persisnya di lantai 4 Mall tersebut.
1sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop diaskses (01 Agustus 2018 pukul 20.30)
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta:
Balai Pustaka, 2001), h. 28.
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3. Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi merupakan bagian tugas dan wewenang di suatu
perusahaan. Dalam pencapain tujuan organisasi diperlukan kerjasama yang baik di




Manager adalah seseorang pemimpim yang bertanggung jawab atas semua
kegiatan yang ada dan seorang manager harus memiliki pengalaman yang lama,
pengetahuan yang tinggi agar biasa memimpin dan mengatur organisasi untuk





Pak ani merupakan manager di Bioskop studio XXI Mall Ratu Indah
Makassar, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
1) Memimpin bioskop.
2) Mengadilkan dan mengontrol bioskop.
3) Mengembangkan kualitas bioskop
4) Mengevaluasi aktifitas bioskop.
b. Chip
Chip adalah seseorang yang terpenting dalam perusahaan ini apabila manager
atau pimpin maka chiplah yang mengambil alih menjadi manager dan chip di
perusahan seperti asisten manager sebab chip sendiri yang mengatur jadwal piket
pengawai.
Mba ikha merupakan Chip di Bioskop XXI Mall Ratu Indah Makassar yang
memilki tugas dan wewenang sebagai berikut :
1) Membuat perencanan dalam tempat teater film baru yang akan diputar.
2) Mengatur jadwal karyawan guide.
3) Merekap seleuruh kegiatan di bioskop dan melaporkan.
4) Tenaga Kerja Wanita adalah seorang yang dapat menghasilkan barang
atau jasa.
Bioskop Studio XXI Mall Ratu Indah Makassar dalam melakukan kegiatan
operasional penyediaan jasa mempekerjakan 10 orang wanita. Tenaga kerja wanita
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yang bekerja di Bioskop Studio XXI Mall Ratu Indah Makassar memiliki kewajiban
sebagai berikut:
1. Tenaga kerja wajib bekerja selama 8 jam dalam sehari.
2. Tenaga kerja wajib mentaati seluruh peraturan dan tatatertib baik secara
lisan maupun secara tertulis yang dikeluarkan maupun secara tertulis
yang dikeluarkan perusahaan.
B. Hak-hak  Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari
1. Perlindungan Hak Cuti Hamil / Melahirkan
Cuti merupakan meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk
beristirahat.3 Di dalam pasal 79 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan mengenai perusahan wajib memberikan waktu istirahat bagi
karyawannya.4
1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk
jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
3Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua
(Jakarta:  Balai Pustaka, 1991 ), h. 281.
4Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh
yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada
tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh
yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada
perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak
lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya
berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.
4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya
berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Berdasarkan undangan-undangan cuti melahirakan adalah hak pengawai
wanita yang di maksud dengan cuti melahirkan adalah cuti yang disebabkan karena
pengawai mempersiapkan masa persalinan.
Hasil wawancara dengan manajer Bioskop XXI dari awal berdirinya
perusahaan ini hingga sekarang mengenai pelaksanaan cuti, dimana dalam
pelaksanaannya pihak perusahaan selalu memberikan cuti hamil / melahirkan yang
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diajukan oleh tenaga kerja/buruh wanita di Bioskop XXI ketentuannya sesui dengan
isi kontrak dan undang-undang ketenagakerjaan. Dan didalam perusahaan ini memliki
rata-rata pekerja/buruh wanita tetap ditempat penelitian  ini jarak sekali adanya
pekerja/buruh wanita yang hamil atau yang sudah melahirkan karena mereka yang
hamil dan yang sudah melahirkan rata-rata  sudah berhenti atau resign5.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pekerja/buruh perempuan
yang hanya pengawai kontrak  di perusahan Bioskop XXI mengatakan di dalam isi
kontraknya  tidak memiliki hak cuti hamil karena perusahan tersebut telah
memberikan kalimat isi kontrak menundah kehamilan dan alasan asisten menajer
perusahan memberikan menundah kehamilan bagi pengawai kontrak karena faktor
pengawai kontrak memiliki pekerja yang sangat mengambil resiko yang sangat berat
termasuk banyak waktu berdiri dan jalan bagi karyawan.6
Jadi berdasarkan ketentuan diatas Bioskop XXI tidak memenuhi ketentuan
Undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang terdapat dalam
pasal 5 yaitu “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan”. Dan di pasal 6 “Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.7
2. Pelanggaran Hak Cuti Haid
5Ani (49 Tahun), Manager Studio XXI, Wawancara, Kota Makassar Mall Ratu Indah, 2
Agustus 2018.
6Fiqyah (21 Tahun), Pekerja Wanita, Wawancara, Kota Makassar Mall Ratu Indah, 30
Agustus 2018.
7Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Banyak pekerja/buruh tidak mengetahui ketentuan Undang-undang no 13
tahun 2003 tentang ketenegakerjaan yang terdapat dalam pasal 81 ayat 1 yaitu
“Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua
pada waktu haid”.8
Maksud dari cuti haid adalah waktu yang diberikan kepada karyawan wanita
yang menyebutkan bahwa karyawan wanita yang merasakan sakit pada saat haid dan
memberitahukan kepada atasnya untuk memdapatkan istirahat pada hari pertama dan
kedua pada waktu haid.
Berdasarkan wawancara dengan salah satu pekerja/buruh perempuan Bioskop
XXI menyatakan bahwa pihak  tidak ada memberikan izin cuti haid kepada
pekerja/buruh perempuan. Ketika pekerja/buruh perempuan merasakan sakit pada
masa haidnya, pekerja/buruh perempuan hanya diperbolehkan istirahat diruangan atas
perusahaan dan diruangan tersebut juga tersedia obat penghilang rasa nyeri dan
diperbolehkan pulang untuk beristirahat.Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
salah satu pekerja/buruh perempuan Bioskop XXI mengatakan tidak mengetahui
aturan dalam peraturan perundang-udangan mengenai cuti haid tersebut, berdasarkan
hasil wawancara tersebut dapat di lihat kurangnya pengetahuan pekerja/buruh
terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja/buruh di dalam suatu
8Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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perusahaan dan kurangnya sosialisasi dari kementrian ketenagakerja kepada pekerja
wanita yang bekerja diperusahaan.9
Berdasarkan wawancara penulis dengan manajer membenarkan mengenai
ruangan khusus dan obat penghilang rasa nyeri yang disediakan perusahaan, beliau
mengatakan biasanya pekerja/buruh perempuan pada masa haidnya ada yang
merasakan sakit dan ada juga yang tidak merasakan sakit, pihak perusahaan takut hal
tersebut menjadi alasan pekerja/buruh perempuan untuk tidak masuk kerja atau untuk
mendapatkan cuti setiap bulannya,beliau juga mengatakan tidak adanya hak cuti yang
diberikan kepada pekerja/buruh perempuan dikarenakan didalam perjanjian kerja
tidak ada mememuat mengenai hak cuti haid, pekerja/buruh perempuan juga
menyetujui sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja tersebut.10
3. Hak Upah Bagi Pekerja Wanita
Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.11
9Fiqyah (21 Tahun), Pekerja Wanita, Wawancara, Kota Makassar Mall Ratu Indah, 30
Agustus 2018.
10Ani (49 Tahun), Manager Studio XXI, Wawancara, Kota Makassar Mall Ratu Indah, 2
Agustus 2018.
11Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon (Jakarta: Indonesia Legal Center
Publishing, 2006), h. 1.
56
Adapun pengertian upah menurut islam adalah pemberian atas sesuatu jasa
(manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang
telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut ju’alah adalah
suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.
Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima
pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau
untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan
kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.12
Menurut peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2003 pasal 88
tentang upah yaitu :13
1. Setiap pekerja atau karyawan berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
2. Untuk mewujudkan  penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pemerintah
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau karyawan.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau karyawan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
a. Upah minimum
b. Upah kerja lembur
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
12Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Djambatan, 1980), h. 5.
13Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenakerjaan
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d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
f. Bentuk dan cara pembayaran upah
g. Denda dan potongan upah
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu dengan asisten menajer di
studio XXI mall ratu indah mengenai upah dan kompensasi karyawan, sebagian
karyawan digaji oleh perusahan seperti asisten menajer dan gaet. Pekerja dan asisten
menajer karyawan sudah digaji dengan standar pengupahan provinsi /UMP yaitu
sebesar 2.647.000. Perusahan ini sering mengupdate system pengupahan mengikuti
standar pengupahan provinsi Sulawesi selatan. Tetapi menurut salah satu pekerja di
perusahan ini gaji mereka di potong setiap bulan untuk biaya jaminan kesehatannya
tetapi uangnya tersebut boleh di tarik ketika sudah tidak bekerja di perusahan
tersebut.14
C. Kesesuaian Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja
Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Di Bioskop XXI Makassar Dengan Undang-
Undang Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.
224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
14 Ika (28 Tahun), Pekerja Wanita, Wawancara, Kota Makassar Mall Ratu Indah, 30 Agustus
2018.
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perempuan antara Pukul 23.00 s/d 07.00. Tanggung jawab yang berkaitan dengan
perlindungan ini dibebankan kepada pengusaha. Konkritnya pengusaha diwajibkan :
a) Menyediakan angkutan antar jemput untuk pekerja perempuan yang bekerja
dan pulang Pukul 23.00 s/d 05.00; Berdasarkan Kep. 224/Men/2003 tentang
kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara
pukul 23.00 sampai dengan 07.00 yang berbunyi “pengusaha wajib
menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 dengan 05.00. Berdasarkan
data yang penulis dan hasil wawancara memperoleh hasil dari responden yang
bekerja pada malam hari berangkat dan pulang kerja menggunakan kendaraan
pribadi, dengan kata lain tidak adanya angkutan bagi pekerja yang disediakan
oleh pihak Bioskop XX1 Mall Ratu Indah.  Di perusahan ini memiliki banyak
pekerja perempuan yang bekerja hingga malam hari, beberapa hari setiap akhir
bulannya bekerja hingga jam 00.00 WIT. Namun di dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan diberikan pengucualian mengenai pekerja yang dipekerjakan
melebihi jam kerja yang diterangkan dalam Pasal 77 Ayat (2) huruf a dan b
sebagaimana yang tertera dalam pasal 78 Ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi
“pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) harus memenuhi syarat ada
persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan.
b) Pengusaha juga diwajibkan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja
untuk memastikan bahwa pekerja perempuan aman dari kemungkinan
59
perbuatan asusila ditempat kerja; Pentingnya petugas keamanan di tempat kerja
yakni untuk menjamin agar pekerja tetap merasa aman selama bekerja apalagi
bagi pekerja peremuan yang bekerja pada malam hari untuk menghindari
terjadinya asusila di tempat ia bekerja Berdasarkan data yang penulis peroleh
dari responden mengenai perlindungan kesusilaan dan keamanan selama di
tempat kerja, pengusaha dalam hal ini pihak Bioskop XXI  telah menyediakan
petugas keamanan untuk menjaga keamanan pekerja selama di tempat kerja
petugas keamanan yang disediakan berjumlah 2 orang. Dalam hal ini Bioskop
XXI sudah memberikan perlindungan dalam hal penyediaan petugas keamanan
bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari.
c) Untuk menjaga kondisi kesehatan agar pekerja perempuan harus dalam kondisi
prima, pengusaha diwajibkan memberikan makanan dan minuman yang bergizi
sekurang-kurangnya 1.400 kalori; Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan
sebagian besar hak-hak pekerja/buruh perempuan dalam hal ini pegawai masih
ada yang tidak terpenuhi. Dimana pada saat pekerja/buruh tersebut di terima
bekerja di Bioskop XXI, pihak perusahaan tidak mencantumkan hak
pekerja/buruh perempuan yang bekerja hingga larut malam sebagaimana yang
telah ditetapkan di dalam Undang–Undang Ketenagakerjaan dan peraturan–
peraturan lainnya yang mengatur tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan asisten menejer beliau
membenarkan tidak adanya pemberian makanan atau minuman yang begizi pada
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pekerja/buruh perempuan yang bekerja hingga malam hari, beliau beralasan tidak
adanya anggaran dari perusahaan untuk memberikan makanan atau minuman yang
bergizi pada pekerja/buruh perempuan yang bekerja hingga malam hari dan juga
beliau juga beralasan pekerja/buruh perempuan yang bekerja hingga malam hari
hanya bekerja beberapa hari setiap akhir bulan.15
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Bekerja di Malam Hari
Manusia memerlukan suatu tatanan hukum yang mengatur hubungan antara
hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, yang disebut dengan
mu’amalah. Satu bentuknya adalah perjanjian atau kesepakatan kerja bersama antara
penyedia jasa tenaga di satu pihak dengan penyedia pekerjaan di pihak lain. Wanita
karir adalah wanita yang memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan
lebih banyak waktunya di luar rumah atas tujuan tertentu misalnya mencari nafkah
keluarga, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang
dimilikinya. Wanita saat ini  telah banyak berpartisipasi dalam dunia pekerjaan
seperti halnya laki-laki dan hal ini juga merupakan kebanggan tersendiri bagi
keluarga. Sebuah keluarga biasanya akan merasa bangga jika putrinya dapat bekerja
dan memiliki karir di luar rumah. Apalagi jika pekerjaan tersebut menunjang profesi
dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Masyarakat juga menganggap bahwa
15 Ika (28 Tahun), Asisten menajer, Wawancara, Kota Makassar Mall Ratu Indah, 30 Agustus
2018.
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keberadaan wanita karir merupakan suatu kemajuan suatu bangsa yang patut
dibanggakan.
Isu wanita karir aatau wanita yang bekerja bukanlah merupakan hal baru
dalam masyarakat saai ini. Dalam Alqur’an juga dijelaskan bahwa setiap manusia
hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana yang disebutkan dalam
QS. Al-Jumu’ah/62:10 yang berbunyi :
                     
    
Terjemahnya:
“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi;carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”16
Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda:
  ُُﮫﻗَﺮَﻋ ﱠﻒَِﺠﯾ َْنأ َﻞَْﺒﻗ ُهَﺮَْﺟأ َﺮﯿِﺟَﻷا اُﻮﻄَْﻋأ
Artinya :
“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn
Majah dan dishahihkan al-Albani).17
Dalam ayat lain pada QS. An-Nisaa’/4:32 :
                     
                  
 
16Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai
Pustaka Mandiri, 2013), h. 554.
17Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bun Yazid al Qazwaini, Sunan Ibnu Majah Juz II
(t.tp, Dar Ihya al kitab a Arabiyyah, t.th), h. 817.
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Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karuniah yang telah dilebihkan Allah
kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada
bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian
dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari
karuniamya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”18
Melalui ayat tersebut dapat difahami, setiap manusia termasuk wanita berhak
untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan.
Sehingga dalam islam hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau
diperbolehkan.Ada beberapa ulama yang berpendapat tentang wanita karir dan
beberapa diantaranya memiliki pendapat yang berbeda. Bagi beberapa ulama Berikut
ini adalah beberapa pendapat ulama tentang hukum wanita bekerja dalam islam diluar
rumah. Golongan ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja
di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita
bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-
ayat al-Qur’an dan hadits-hadits mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban
yang telah ditetapkan oleh Islam. Adapun syarat-syarat yang memperbolehkan wanita
bekerja di luar rumah adalah sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-
Rabb Nawwab al-Din
18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai
Pustaka Mandiri, 2013), h. 83.
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1. Menutup Aurat (al-hijab).
Menutup aurat adalah ajaran Islam, tidak hanya sebagai bentuk ibadah
terhadap Allah, tetapi juga akhlak, adab, atau etika dalam kehidupan sosial. Menutup
aurat sejatinya menjaga orang bersangkutan dari hal-hal buruk atau negatif, baik itu
yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Para wanita diwajibkan
untuk menutup aurat mereka kecuali bagian yang boleh nampak seperti wajah dan
telapak tangan.
2. Menghindari Fitnah
Abd al-Rabb menjelaskan, syarat tersebut berdasarkan alasan bahwa semua
yang ada pada wanita adalah aurat. Adapun untuk menghindari fitnah sebaiknya
wanita menghindari pekerjaan dimana pria dan wanita bercampur baur. Inilah
mengapa kedudukan wanita dalam islam dimuliakan dan mereka harus senantiasa
dijaga dari fitnah dan bahaya yang muncul di luar rumah.
3. Mendapat Izin dari Orangtua, Wali atau Suami Bagi Wanita yang Telah
Menikah
Seorang wanita tidak boleh meninggalalkan rumahnya tanpa izin dari
suaminya. Oleh karena itu seorang wanita boleh bekerja atas izin mereka dan
tentunya dengan tujuan pekerjaan yang jelas dan tidak mendatangkan mudharat.
4. Tetap Menjalankan Kewajibannya di Rumah
Wanita boleh saja bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah asalkan ia tidak
melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya. Waktu yang
dimiliki wanita sebaiknya tidak dihabiskan di luar rumah untuk bekerja melainkan ia
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tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya. Tugas
tersebut sebenarnya tidak boleh dilimpahkan pada pembantu atau asisten rumah
tangga karena pembantu bukanlah orang yang tepat untuk menjaga dan mendidik
seorang anak. Biasanya wanita karir cenderung sudah merasa lelah jika ia pulang
bekerja sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk keluarganya.
5. Pekerjaannya Tidak Menjadi Pemimpin Bagi Kaum Lelaki.
Hal ini sesuai dengan penjelasan ulama Abd al-Rabb bahwa wanita tidak
boleh menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu masyarakat atau suatu negara,
berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w yang menjelaskan bahwa suatu kaum yang
melantik wanita menjadi pemimpin tertinggi tidak akan mempeoleh kemenangan atau
kejayaan selamanya.
a. Haram
Adapun ulama lain berpendapat bahwa wanita karir tidak sesuai dengan ajaran
islam karena pada hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk mengurus
keluarga dan anak-anaknya. Para ulama berpendapat demikian mengingat wanita
yang bekerja diluar rumah atau wanita karir cenderung melupakan tugas dan
kewajibannya dalam rumah tangga dan terkadang jika ia memiliki penghasilan yang
melebihi suaminya ia akan merasa lebih baik dan memicu sikap durhaka pada
suami.Adapun dikhawatirkan wanita karir yang sibuk bekerja dan ia belum menikah,




Hukum wanita bekerja dalam islam dapat menjadi wajib apabila tidak ada
orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahinya seperti orangtua yang sakit dan
lanjut usia dan tidak ada anak lain yang dapat mencari nafkah. Adapun seorang istri
juga dapat mencari nafkah menggantikan suaminya apabila suaminya sakit dan tidak
mampu lagi untuk bekerja. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tidak disebutkan
dalam Alqur’an bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dalam islam,
wanita bisa bekerja terutama jika ia memenuhi syarat dan syariat atau ketentuan
dalam islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya misalnya menjahit, berdagang,





Berdasarkan dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bioskop studio XXI mall ratu indah Makassar mengenai hak-hak pekerja/buruh
wanita dan berdasarkan peraturan yang ada dalam undang-undang no 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan yaitu mulai dari hak cuti samapi hak upah
pekerja. Hak cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi
untuk beristirahat dan hak upah pekerja merupakan hak pekerja atau karyawan
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha. Dalam perusahan ini hak pekerja wanita hampir tepenuhi hanya hak
cuti haid pekerja perempuan yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan
adapun perbedaan antara cuti hamil bagi pengawai kontrak dan pengawai tetap.
2. Bioskop studio XXI Mall Ratu Indah Makassar memiliki tidak kesesuainan
dengan aturan yang telah di tetapkan oleh kementrian tenaga kerja dan
transmigrasi tentang kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja
perempuan antara pukul 23.00 sampai 07.00. Perusahan ini seharus
bertanggung jawab atas perlindungan pekerja  dengan kententuan kementrian
ketenaga kerja yaitu perusahan harus menyediakan kendaraan bagi pekerja
yang pulang di malam hari tetapi dalam kenyataannya banyak pekerja pulang di
malam hari mengendarai kendaraan sendiri.
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3. Pandangan hukum Islam mengenai perempuan yang bekerja di malam hari dan
menurut para ulama perempuan yang bekerja di malam hari itu diperbolehkan
atau mubah tetapi memiliki berbagai syarat yang harus dipenuhi yaitu menutup
aurat,menghindari fitnah,mendapatkan izin dari orang tua,wali atau suami bagi
yang telah menikah,tetap menjalankan kewajiban di rumah,
B. Impilikasi Penelitian
1. Berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan pemerintah seharusnya setiap
tahunnya mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai undang-
undang ketenagakerjaan agar pekerja memahami hak-hak mereka.
2. Mengenai undang-undang yang ada pemerintah harus bekerja sama dengan
lembaga-lembaga terkait , seperti LSM dan organisasi perusahan sebagai upaya
control social terhadap undang-undang ketenagakerjaan.
3. Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  hanya memabahas
secara umum mengenai hak-hak pekerja tidak secara terperinci. Undang-
undang tersebut masih perlu adanya penyempuran terhadap pasal-pasal yang
belum jelas dan masih bertantangan.
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